
SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

c.

b.

BUPATI BULUNGAN.

bahwa dalam rangka memperrnudah para pelaku

usaha di Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan

kewajiban pengisian laporan kegiatan penanaman

modal dan untuk mendapatlan data serta keakuratan
jumlah investasi secara berkala melalui sistem

aplikasi;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang

Penanaman Modal, dimana setiap penanam modal

berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan

p€nanam.rn modal dan menyampaikannya kepada

Badan Koordinasi Penanaman Modal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman

l,aporan Kegiatan Penanaman Modal;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat : 1,
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang

Penanaman Modal (l^,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke{a (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Ke{a (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

5 Tahun 2O2l tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor

2731;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAPORAN

KEGIATAN PENANAMAN MODAL.

BAII I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Bupati adalah Bupati Bulungan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah

organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

penanaman modal.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan

menanam modal, baik oleh penanalnan modal dalam

negeri maupun penanaman modal asing untuk

melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan

usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat
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berupa penanam modal dalam negeri dan penanam

modal asing.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan

usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar

negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau

kegiatan pada bidang tertentu.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya

disingkat LKPM adalah laporan mengenai

perkembangan realisasi Penanaman Modal dan

permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib

dibuat dan disampaikan secara berkala.

Aplikasi Sipenanam adalah sistem pemantauan dan

pengawasan Penanaman Modal yang digunakan oleh

Pelaku Usaha dalam mengisi LKPM di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

Pelaku Us$a dalam melakukan pengisian dan

penyampaian LKPM di Daerah serta bagi Pemerintah

Daerah untuk melakukan pendataan dan pemantauan

investasi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. memberikan kepastian informasi perkembangan serta

jumlah data Penanaman Modal di Daerah;

b. memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam

melakukan pengisian dan penyampaian LKPM di

Daerah dengan memberikan bimbingan serta fasilitasi

untuk menyampaikan LKPM; dan

c. mewujudkan pengendalian pelaksanaan Penanaman

Modal di Daerah.

10.

BAB II



HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAEI PELAKU USAHA

Pasal 4

(1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;

b. informasi yang terbuka mengenai bidang Usaha

yang dijalankan;

c. pelayanan; dan

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepastian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a berupa jaminan Pemerintah bagi Penanam

Modal untuk memperoleh hak sepanjang Penanam

Modal telah melaksanakan kewajiban yang

ditentukan.

Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berupa jaminan Pemerintah untuk
menempatkan hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai landasan utama dalam

setiap tindakan dan kebijalan bagi Penanam Modal.

Kepastian perlindungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c berupa jaminan Pemerintah bagr

Penanam Modal untuk memperoleh perlindungan

dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban untuk:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

c. menyampaikan LKPM

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi

kegiatan usaha Penanaman Modal;

e. membuka Kantor atau Kantor Perwakilan di ibukota

Kabupaten dengan menunjuk seorang penanggung

jawab Perusahaan;

(2)

(3)

(41
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meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara

Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih

teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

perusalraan yang memperkerjakan tenaga ke{a asing;

mengalokasikan dana secara bertahap untuk
pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan

lingkungan hidup bagr perusahaan yang

mengusahakan sumber daya alam yang tidak

terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-

undangan

Pasal b

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab untuk:

a. menjamin tersedianya modal dan tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan

kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau

menelantarkan kegiatan usahanya;

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan

mencegah praktek monopoli;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan

e. menciptakan keselamatan, kesehatan dan

kesej ahteraan peke{a.

BAB III

PEDOMAN PENYAMPAIAN LKPM

Pasa-l 7

{1) Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan

Penanaman Modal untuk setiap bidang usaha

dan/atau lokasi di Daerah wajib menyampaikan

LKPM.
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(21 Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) bulan

sekali paling lambat tanggal 1O bulan berjalan.

(3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan dengan ketentuan:

a. LKPM terdiri atas:

1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan

usaha yang belum berproduksi dan/ atau

beroperasi komersial; dan

2. LKPM tahap operasional dan/ atau komersial bagi

kegiatan usaha yang sudah berproduksi

dan/atau beroperasi komersial.

LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada DPMPTSP dengan menggunakan

Aplikasi Sipenanam.

Format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (21

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Selain menyampaikan LKPM di Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7, Pelaku Usaha diwajibkan tetap

melaporkan kegiatan Penanaman Modal ke Badan

Koordinasi Penanaman Modal secara berkala sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

DPMPTSP melaksanakan kegiatan evaluasi, pembinaan dan

pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha baik

Penanaman Modal asing dan Penanaman Modal dalam

negeri berdasarkan hasil kegiatan pemantauan terhadap

seluruh investasi yang berada di Daerah baik melalui

Aplikasi Sipenanam dan peninjauan lapangan.
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Pasal 10

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari Pelaku

Usaha atau meminta perbaikan LKPM di Daerah apabila

terdapat kesalahan ataupun keraguan atas data yang

disampaikan.

Pasal l1
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

dilakukan dengan cara:

a. sosialisasi atau rapat koordinasi serta bimbingan

teknis dengan para Pelaku Usaha dengan melibatkan

Perangkat Daerah terkait yang dilaksanakan secara

berkala;

b. bekeg'asama dengan Kementerian Investasi/Badan

Koordinasi Penanaman Modal terutama bidang

menangani prospek pengembangan investasi di

Daerah;

c. melakukan pemantauan dan pengendalian

Penanaman Modal di Daerah dengan memperhatikan

LKPM di Daerah;

d. memberikan konsultasi tata cara pengisian LKPM

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

fasilitasi penyelesaian hambatan Pengisian LKPM.

Pasal 12

(l) Kegiatan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 9 ayat (l) meliputi:

a. pencapaian realisasi Penanaman Modal di Daerah;

b. pelaksanaan pemenuhan komitmen per.tzinan

berusaha Penanaman Modal ;
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c. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh

Pelaku Usaha;

d. pelaksanaan tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap

kelestarian lingkungan hidup dan; dan

e. pelaksanaan tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan

kesej ahteraan peke{a.

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sebagai tindak lanjut atas:

a. hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan;

b. laporan dari masyarakat apabila adanya indikasi

penyimpangan;

c. permintaan dari Perangkat Daerah / instansi lain; atau

d. usulan pencabutan perizinan, izin usaha atas

penzinan berusaha dan/atau kegiatan usaha dari

Perangkat Daerah.

(3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan

Perangkat Daerah terkait.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan

terhadap Pelaku Usaha yang rutin menyampaikan LKPM di

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pelaku Usaha yang belum membuka kantor atau kantor

perwakilan wajib menyesuaikan ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf e, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan

Bupati ini mulai diundangkan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 29 OKTOBER 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai aslinya
Hukum,

Pembina IV/a
NrP. 19701 t302002t21OO4

Plt.
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I.AMPIRAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN LAPORAN

KEGI.ATAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN KEGI.ATAN PENANAMAN MODAL
TAHAP PEMBANGUNAN

TAHUN: ...

PERIODE:

Bulan ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN*)

1. Nama perusatraan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Izin Usah a/ Izin Operasi/ Izin

Komersial

4.
Akta pendirian/ perubahan No. Tanggal
Nama Notaris

- Pengesahan Menteri Hukum
dan HAM No. Tanggal

5. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPwP)

6. Kelompok Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit - uraian kegiatan
usaha)

7. Bidang Usaha (KBLI 5 digit - uraian bidang
usaha)

8. Alamat lokasi proyek

Jl-
Kel. Kec.
Kab/Kota Prov.
Telp. Fa-x.
Ernail:

9. Alamat Kantor/ Koresponden si

Jl.
Kel. Kec.
Kab/Kota Prov.
Telp. Fa-x.
Ernail:
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I. REALISASI PENANAMAN MODAL
Dalam mata uang Rp.( ) sesuai nilai perolehan awal]

Investasi

Realisasi
periode

pelaporan,
termasuk

realisasi yang
belum

dilaporkanpada
periode

sebelumnya

Total
akumulasi
realisasi

s/d periode
pelaporan

1. Modal Tetap

a. Pembelian dan Pematangan
Tanah
b. Bangunan/Gedung
c. Mesin /Peralatan (subjurnlah

otomatis 1-3)
(subjumlah
otomatis 1-

3)

(1). Pembelian dalam negeri

(2). Impor menggunakan
fasilitas BKPM

(3). Impor tanpa menggunakan
fasilitas BKPM

d. Lain-lain
Sub jumlah

2. Modal Kerja (untuk 1 turnauer)

Total Jumlah Realisasi

Produksi/ Operasi Komersial Sudah/ Belurn

Perhatian:
Apabila perusahaarr memiliki lebih dari satu
proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci
masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.
II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

lokasi
untuk

Tenaga Kerja
Perusahaan

Realisasi terma.suk
tenaga

kerja kontrak pa,da
periode

pelaporan, termasuk

realisasi yang belum

Total
tenaga

kerja pada

periode

pelaporan
saat



dilaporkan ln1

1. Indonesia
- Perempuan ..Orang ..Orang
- Laki-laki ..Orang ..Orang

2. Asing ..Orang ..Orang
Jurnla}. ..Orang ..Orang

- lJ -

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang
diserap sejurnlah ... orang

III. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI
PROYEK
1. Proyek selesai dibangun pada Bulan... Tatrun...
2. Proyek Berproduksi/ Beroperasi Komersial Bulan...

Tal..un...
3. Pemenuhan Komitrnen:

a. Izin t okasi
b. Izin Lingkungan
c. IMB
d, SLF
e. Izin Operasional Komersial

4. Lain-lain (bila diperlukan): ...

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung
jawab perusahaan mewakili untuk dan atas narna
direksi perusahaan dengan rnencanturnkan nama jelas,
j abatan, nomor telepon (untuk rnernudahkan
komunikasi, diutamakan handphone), dan ernail aktif.
Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu
email aldif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal
Penanggung jawab LKPM bukan merupakan
kar5rawan perusahaan yang melaporkan, maka
dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat
3 pilihan: Direksi Peru sahaan / Karyawatr
Perusahaan/Kuasa Direksi)

(Tempat), (Tanggaf) 2O... Direksi / Kuasa Direksi,
Selaku Penanggung Jawab LKPM

Nama Jelas
Jabatan
No. Telepon
Ernail



-74-

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

TAHAP PEMBANGUNAN
Penyarnpaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagr
pelaku usaha dilakukan sec€tra daring melalui Aplikasi
Sipenanam DPMPTSP

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewqfiban tatrun laporan dibuat.
Diisi dengan mernilih Bulan pada, menu

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perrrsahaan : Diisi Manual

2. Nomor Induk
Berusaha(NIB)

3. Izin Usaha/Izin
Operasi/Izin
Komersial

4. - Akta
Pendirian/peruba
han

- Nama Notaris

- Pengesahan
MenteriHukum
dan HAM

5. Nornor Pokok
wajibP4lak
(NPWP)

6. Kelornpok Kegiatan
Usatra

Diisi Manual

Diisi Manual

Diisi Manual

Diisi Manual

Diisi Manual

Diisi Manual

Diisi Manual
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7 - Bidang Usal-a : Diisi Manual

a. Alarnat lokasi proyek : Diisi Manual

9. Alarnat : Diisi Manua]
Kantor/ Korespondensi

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusal-aan
sebagaimana tersebut di atas, perusal-aan terlebih
dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui
menll Perubahan Akta danlatau Perubahan Non-Akta
pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan
awal): Investasi
1". Nilai realisasi penanarnan modal untuk

penan€unarr modal mengikuti rnata uang yang
terca,ntum dalam Perizinan.

2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan
awalnya:
1J Realisasi Periode Pelaporan, termasuk realisasi

yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya
adalah nilai realisasi penzrn.unan modal per
bulan sesuai periode pelaporan ditambal.kan
dengan nilai rea,lisasi perranarnan modal
sebelum periode pelaporan yang belum
dilaporkan. Nilai realisasi penanannan modal ini
merupakan nilai peroletran bukan nilai
pembukuan perusahaan.

2J Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode
Pelaporan adalal. nilai realisasi penanarnan modal
yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang
secara kumulatif terhitung sej ak pemsahaan
menyampaikan LKPM pertarna kali sampai
dengan periode pelaporan yang terkini.

3) Komponen realisasi terdiri dari:
a. Kornponen pembelian dan pematangan tanah

adalal. nilai peroletran awal atas tanatr yang
dikeluarkan untuk pengadaan ter:rrasuk biaya
pernatangan tanah (land clearing, ct tt and fill,
dll).

b. Dalam kornponen bangunan/gedung
termasuk pembangunan bangunan pabrik,
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gudang dan prasarana yang ada dalarn lokasi
proyek, biaya konsultan desain, pernbangunan
j atan perrnanen di dalarn lokasi proyek,
fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta
sararla pendukung lain nya.
Dalam komponen mesin/peralatan termasuk
suku cadang (spareparts), baik yang diimpor
maupun pembelian lokal termasuk peralatan
pencegahan pencemar€rn lingkungan. Realisasi
mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi
pengadaan mesin dan peralatan pada periode
pelaporan, terrnasuk harga beli
mesin/peralatan ditanbah ongkos pengiriman
dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
1 Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai

realisasi pengadaan mesin / peralatan yang
dibuat/dibeli dari dalarn negeri.

2. Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu
nilai realisasi pengadaan rnesinf peralatan
dari luar negeri yang menggunakan
fasilitas pabean berdasarkan keputusan
BKPM atas narna Menteri Keuangan.

3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM
yaitu nilai realisasi pengadaan
mesin/peralatan dari luar negeri tanpa
rnenggunakan fasilitas pabean, dalam hal
ini termasuk impor menggunakan fasilitas
yang tidak diterbitkan dari BKPM.

d. Dalarn komponen lain-lain termasuk
kendaraan operasional perusahaan, peralatan
kantor, studi kelayakan, biaya sewa
lahan/gedung, biaya surueA, perizinan,
g4ji/ upah kar5rawan, biaya operasional (listrik,
air, telepon), biaya ouerhead perusahaan,
termasuk biaya operasional (modal kef a)
selama masa pembangunan/konstruksi
selama perusahaan belum siap produksi
kornersial.

e. Modal kerja tranya diisi pada saat perusahaan
siap rnulai berproduksi/operasi dengan
pertritungan nilai realisasi satu tur-rTouer
pengeluaran untuk bahan baku/penolong,
gaji/upah kar5rawan, biaya operasional (listrik,
air, telepon) dan biaya ouerhead perusahaan.

f. Satu tuntouer adalah satu periode
perputaran/ siklus biaya produksi/ operasional
mulai pembelian bahan baku sampai dengan
penjualan hasil produksi (hasil penjualan
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produksi digunakan untuk pembelian ballan
baku kembali).

Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak
mengenal adanya pen5rusutan modal tetap dan
revaluasi aset.

PENGGUNAAN TENAGA KERiIA:
1". Tenaga Ke4'a perusahaan diisi di luar jabatan

Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah

Tenaga Keqia Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerj a
Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) / bagi pegawai tidak tetap dan
Pe{anjian Kerja Walchr Tidak Tertentu
(PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan,
terrnasuk tenaga kerja pihak ketiga atam
kontraktor diisi dengan jumlah TKI dan TKA
berdasarkal PKWT/bagi PKWTT/bagi pegawai
tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau
kontraktor yang rnerupakan tenaga kerja
pembangun an (erectot), musirnan dan borongan.

3. TKA diisi dengan tenaga keq'a asing yang
dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Keq'a
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas
realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan,
termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan
totaL tenaga ke{a pada periode pelaporan saat
ini.
Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan,
termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi
dengan jumlah tenaga kerJ'a (TKI dan TKA) yang
baru diterima selarna 3 (tiga) bulan periode LKPM
ditarnbahkan dengan jumlah tenega kerja baru
pada periode sebelurnnya yang belum
dilaporkan di LKPM.
Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang
berasal dari w'ilayah kabupaten/kota tempat
lokasi proyek berada.

IV. PENJELASAN ATAS PERKtrMBANGAN
REALISASI PROYEK
1. Disebutkan kapan perkiraan Proyek selesai

dibangun dengan menyebutkan Bulan dan
Tahunnya.

2. Disebutkan kapan perkiraan Proyek

5.
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Berproduksi/Beroperasi Komersial dengan
rnenyebutkan Bulan dan Tahunnya.
Pemenuhan Komitmen
Diinputkan di Profil Perusahaan antara lain
Izin l,okasi, Izin Lingkungan, IMB, SLF, Izin
Operasional Komersial serta perner'.-rhan
kornitmen lainnya.

YANG DIHADAPIV, PERMASALAHAN
PERUSAHAAN:
Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang
tirnbul dalann pelaksanaan proyek, seperti
rnasalal". perta-rrahan, taasalall ketenagakerjaan,
rnasalah pemasaran dan upaya yang telah
dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya.
Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat
dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh
penanggung jawab perusatraan mewakili untuk
dan atas nanna direksi perusahaan dengan
mencantumkan narna jelas, jabatan, nomor
telepon (untuk memudahkan komunikasi,
diutamakan tnndphonel, dan email aktif. Pelaku
usal.a dapat mencanturnkan lebih dari satu
email aktif di bagian penanggrrng jawab. Dalam
Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan
kanyawan perusahaan yang melaporkan, maka
dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistern
dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan / Karyawatr
Peru sal.aan / Kuasa Direksi)



-19-

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP
BERPRODUKSI/ BEROPERASI KOMERSIAL

TAHUN ...

PERIODE:
Bulan ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN*)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL
[Dalarn rnata uang Rp.( ), sesuai nilai perolehan awal]

Perhatian:
Apabila perr.sahaan memiliki lebih dari satu lokasi
proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk
masing-masing lokasi proyek/bidang trsaha.

1. Nama Perusahaan

2. Nomor Induk Berusaha
(NrB)

3. Izin Usaha/Izin
Operasi I Izin Komersial

No. Tanggal

Perubahan ke -

4. Kelompok Kegiatan Usaha (KBLI 4 digit - uraian kegiatan
usaha)

5. Bidang Usaha (KBLI 5 digit - uraian bidang
usatra)

6. l,okasi Proyek

7. Alamat Korespondensi

A. Investasi Tambahan
realisasi pada

Periode
Pelaporan

Total akumulasi
realisasi s/d

PeriodePelaporan

1. Modal Tetap

2. Modal Kerja

Jurnlah
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atas Realisasi Penanarnan Modal dan
Proyek

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Dari total tenaga kerja di ata.s, tenaga kerja lokal yang
diserap sejumlah ".. orang.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER
TAHUN

Nilai Ekspor dalarn US$. ...
V. KE\MAJIBAN PERUSAHAAN

1 . Kewajiban : Dipersyaratkan /tidak
Divestasi dipersyaratkan*)

2. BPJS : Sudahlbelum*)
Ketenagakerjaan

Tenaga Kerja
Perusahaan

Realisasi tenaga kerja
padaLKPM periode
pelaporan,

termasuk realisasi yang
belum

dilaporkan

Total tenaga
kerja pada

periode
pelaporan saat

ini

1. Indonesia

-Perempuan ..Orang ..Orang

-Laki-Laki ..Orang ..Orang

2. Asing ..Orang ..Orang

Total
Jumlah
Tenega
Kerja

.Orang ..Orang

No.
Jenis

Barang
/Jasa

Satuan

Kapasitas Froduksi

Ekspor
(v"l

Kapasitas
terpasang
Sesuai Izin
(per tahun)

Realisasi
Produksi
periode

pelaporan
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3. Kemitraan dengan : Dipersyaratkan / tidak dipersyaratkan*)
UKM a. Pola Kemitraan:

1)
2l

b. Nama Perusahaan UKM yang bermitra:
1)
2l ..-

4. Pelatihan tenaga : a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendarnping
kerja Indonesia TKA:
pendamping yang 1) ....
akan 2l ....
menggantikan b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga ")
TKA*) c. Jumlah TKI yang dilatih orang

5. Tanggung jawab : a. Sudah/belum*) dilaksanakan
sosial b.Program CSR yang
perusahaan(CSR) dilakukan:

1)

2l
c. Alokasi biaya program CSR Rp. ...
d. Output dan outcome yang

diperoleh dibandingkan
dengan yang direncanakan
dalam program CSR.

6. Kewajiban : a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-
Pengelolaan UPL/AMDAL *)

lingkungan b. Sarana IPAL berupa... sebanyak ...
Unit

7. Lain - lain : :
*) Pilih salah satu
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VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarrrya.

(Tempat), (Tanggall 2o-...

Direksi/Kuasa Direksi Selaku Penanggung
Jawab,

Narna Jela,s
Jabatan
No. Telepon
Email
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TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN
MODAL

TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL

Penyarnpaian Lapora.n Kegia.tan Penanarnan Modal Usaha
bagl pelaku usaha dilakukan secara daring melalui
Aplikasi Sipenanam D PMPTSP

PERIODE
LAPORAN

: ( Bulan)
Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.
Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Bulanan

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan
awal)
A. Investasi

1. Nilai untuk pena.narnanmodal rnengikuti mata
uang yang tercantrrm dalarn perizinan

penanaman modal.
2. Realisasi penanannan rnodal modal tetap dan

rnodal keda diisi sesuai dengan nilai yang
tercantum dalam nilai perolehan awal.

1_. Nama
Perusahaan

Diisi Manual

2. Nornor Induk
Berusaha (NIB)

Diisi Manual

3. Izin Usaha/lzin
Operasi/Izin
Komersial

Diisi Manual

4. Kelornpok
Kegiatan Usaha

Diisi Manual

5. Bidang Usaha Diisi Manual

6. Lokasi Proyek Diisi Manual

7. Alarnat
Korespondensi

Diisi Manual
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3. Pengisian nilai realisasi penanarnan modal tidak
mengenal adanya penJrusutan modal tetap.
a. Komponen pernbelian dan pernatangan tanah

adalah nilai perolehan awal atas tanah yang
dikeluarkan untuk pengadaan termasuk
biaya pemat€rng€rn tanal. (land clearing, ant
andfill, dlll.

b.Dalam komponen bangunan/gedung
termasuk pembangunan bangunan pabrik,
gudang dan prasarana yang ada dalam
lokasi proyek, biaya konsultan desain,
pembangunan jalan perrnarten di dalam
lokasi proyek, fasilitas umurn, dan fasilitas
ktrusus serta sarana pendukung lainnya.

c. Dalam kornponen mesin/peralatan termasuk
suku cadarrg (spareparts), baik yang
diimpor maupun pembelian lokal termasuk
peralatan pencegahan pencernar€rn
lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan
rnerupakan nilai realisasi pengadaan
mesin dan peralatan pada periode
pelaporan, termasuk harga beli
mesin/peralatan ditambah ongkos
pengiriman dan ongkos instalasi yang
terdiri atas:

L. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai
realisasi pengadaan rnesin / peralatan
yang dibuat/dibeli dari dala:r negeri.

2. Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu
nilai realisasi pengadaan mesin/ peralatan
dari luar negeri yang menggunakan
fasilitas pabean berdasarkan keputusan
BKPM atas narna Menteri Keuangan.

3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM
yaitu nilai realisasi pengadaan
mesin/peralatan dari luar negeri tanpa
menggunakan fasilitas pabean, dalam
hal ini termasuk impor menggunakan
fasilitas yang tidak diterbitkan dari
BKPM.

d. Dalam komponen lain-lain termasuk
kendaraan operasional perusahaan, peralatan
kantor, studi kelayakan, biaya sewa
lahan/gedung, biaya surueA, perizinan,
gaji/upah kar5rawan, biaya operasional
(listrik, air, telepon), biaya ouerhead
perusahaan, termasuk biaya operasional
(rnodal ke{a) selama rnasa
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pembangunan/ konstruksi selama perusahaan
belum siap produksi komersial.
Modal kerj a hanya diisi pada saat perusal.aan
siap mulai berproduksi/operasi dengan
pertritungan nilai realisasi satu turnover
pengeluaran untuk bahan baku/penolong,
g4ji/upah kar5rawan, biaya operasional
(listrik, air, telepon) dan biaya ouerhead
perusal.aan.
Satu turnover adalah
perputaran/ siklus

satu periode
biaya

produksi/operasional mulai pembelian bahan
baku sampai dengan penjualan hasil produksi
(hasil penjualan produksi digunakan untuk
pembelian bahan baku kembali).

g. Pengisian nilai realisasi penanaman rnodal
tidak mengenal adanya penJrusutan modal
tetap dan revaluasi aset.

III^ PENGGUNAAN TENAGA KERJA
1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan

Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga keq'a perusahaan diisi dengan jurnlah

Tenaga Kerj a Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja
Asing (TKA) berdasarkan Perj anjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan
perusahaan.

3. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi
dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi
pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTf/bagi pegawai tetap
dengan perusallaan pihak ketiga atau
kontraktor yang merupakan tenaga kerja
pembangunan (erector), musirnan dan
borongan.

4. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja
asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh
lzirt Kerja sesuai ketentuan peratlrran
perundang- undangan.

5. Jurnlah tenaga kerja yarrg dicatat terdiri atas
realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan,
termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan
total tenaga kerja pada periode pelaporan saat
ini.
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6. Realisasi tenaga ke{a pada periode pelaporan,
termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi
dengan jumlah jumlah tenaga kerja (TKI dan
TKA)

7. Total tenaga kerl'a pada periode pelaporan saat
ini diisi secara otomatis oleh sistem dengan
total tenaga kerja yang pernah disampaikan
pada LKPM yang telah disetujui periode
sebelumnya ditambahkan dengan realisasi
tenaga kerj a pada LKPM yang dilaporkan saat
ini-

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN
1. Kolom Jenis Barang/Jasa: Diisi jenis

barang/jasa sebagairnana tercantum dalam Izin
U sa-ha/ persetujuan pertarna atau perluasannya
atau alih status atau perubahannya.

2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum
dalam Izin Usaha/persetujuan pertana atau
perluasannya
perubahannya.

atau alih status atau

3. Kolom Kapasitas Terpasang sesuai Izin: Diisi
sesuai dengan yang tercantum dalam lzirt
Usaha/persetujuan.

4. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah
produksi yang dihasilkan dalam satu periode
laporan bulanan Khusus untuk sektor Industri.

5. Kolom Nilai Ekspor: Diisi berdasarkan realisasi
ekspor perusahaan dalam mata uang Rupiah
selama periode laporan.

KEWAJIBAN PERUSAHAAN
'J.. Kewajiban Divestasi

Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan
bidang usal.a yang ditetapkan/dipersyaratkan
dalam izin prinsip/persetujuan penanarnan
modal.

2. BPJS Ketenagakerjaan
Diisi apabila perusahaan sudah atau belum
melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk
tenaga kerj a di perusahaan.

3. Kemitraan
Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan
bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan
dalam izin prinsip/persetujuan penanarnan
modal yang diisi dengan jenis kernitraan yang
dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha
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kecil/ menengah.
Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping
yang akan menggantikanTenaga Kerja Asing
Kewajiban perusal..aan yang menggunakan
Tenaga Kerja Asing untuk rnelakukan pelatihan
dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga
Kerja Indonesia pendamping yang akan
menggantikan Tenega Kerja Asing diisi dengan
jenis pelatil.an dan jumlah tenaga kerja yang
dilatih.
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR
dilakukan apabila perusal, aan telah
melaksanakan prograrn CSR, dengan
dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR,
serta output dan outcome ya"ng diperoleh
dibandingkan dengan yang direncanakan
dalam prograrn CSR, terkait peningkatan
perekonomian dan/atau kualitas hidup
masyarakat di sekitar lokasi proyek.

6. KewajibanPengelolaanLingkungan
Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalarn izin usaha/persetujuan
atau ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk sarana Instalasi
Pengolahan Air Limbah baik jenis rnampun
jumlah unit yang dimiliki serta per{elasan
kondisi peralatan pengolatran lirnbah
padat/cair/gas/82/B,3. Dalam hal kondisi
peralatan pengola]lan limbah tidak beroperasi,
pada kolom permasalahan perusahaan waj ib
diberikan keterangan yang berisi penjelasan
dan upaya yang dilakukan dalam rangka
pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain
Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung
jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai
lokasi proyek atalr bidang usaha yang
dilakukan menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

VI. PERMASAI.AHAN YANG DIHADAPI PERUSAIIAAI{
Diisi dengan perrnasalahan dan/atau
hambatan,i kendala yang timbul dalam
pelaksanaan proyek, seperti masalah
pertanahan, masalal. ketenagakedaan, dan
masalah lainnya yang dianggap perlu
dilaporkan sekaligus upaya ya,ng telah

5.
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dilakukan serta saran/usulan
penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia
tidak mencukupi dapat dibuat dalan lembar
terpisah.
l,aporan disusun dan ditandatangani oleh
penanggung jawab perusahaan mewakili untuk
dan atas nama direksi perusahaan dengan
mencantumkan narrra jelas, jabatan, nomor
telepon (untuk memudahkan komunikasi,
diutarnakan handptnnel, dan email aktif.
Pelaku usaha dapat merrcantumkan lebih dari
satu email aktif di $ngian penanggung jawab.
Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan
merupakan kar;rawan perusahaan yang
melaporkan dilengkapi dengan kuasa Direksi.
(dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi
Perusatraan/Kar5rawan Perusahaan/Kuasa
Direksi)
Keratrasiaan data yang dilaporkan perusahaan
dijamin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan aslinya
Plt.


